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PANGANDARAN JAWA BARAT - Masyarakat yang tergabung dalam Rakyat
Pangandaran Bergerak melaporkan dugaan keterlibatan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran dalam promosi
investasi bodong melalui aplikasi MBA, Jumat (20/2/2026).



Koordinator Rakyat Pangandaran Bergerak, Tian Kadarisman, menyebut dugaan
itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap marwah lembaga legislatif. 

Ia mengatakan pihaknya mendatangi gedung dewan dengan membawa sejumlah
bukti yang diklaim menunjukkan adanya degradasi moral dan pelanggaran etika
sistemik oleh oknum anggota dewan.

"Berdasarkan fakta lapangan, kami menemukan indikasi tiga peran oknum
Anggota DPRD inisial D, YR dan ENF diduga telah mengkhianati mandat rakyat
demi keuntungan pribadi, ketiga orang tersebut berperan sebagai promotor atau
affiliator yang secara aktif mempromosikan investasi MBA di ruang publik, "
Ungkapnya. 

Menurutnya, tindakan itu melanggar Pasal 4 ayat (12) dan Pasal 14 Kode Etik
DPRD yang melarang anggota dewan mencari keuntungan pribadi dengan
memanfaatkan jabatan.

Peran kedua, lanjut Tian, adalah sebagai penjamin legitimasi. Oknum tersebut
diduga menggunakan status sebagai anggota dewan untuk meyakinkan
masyarakat bahwa investasi itu aman.

"Jelas, ini bentuk pelanggaran terhadap prinsip integritas dan kejujuran," katanya.

Sementara peran ketiga adalah sebagai pembiar. Oknum ini disebut mengetahui
adanya dugaan ketimpangan, namun memilih diam. 

Bahkan, terdapat indikasi perekrutan anggota baru secara masif, mulai dari
lingkungan keluarga hingga masyarakat luas, demi mengejar target dan komisi.



Tian pun merujuk Pasal 5 Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode
Etik yang mewajibkan anggota dewan bersikap responsif terhadap penderitaan
rakyat. 

Ia mendesak oknum yang terlibat untuk mengundurkan diri sebagai anggota
DPRD Kabupaten Pangandaran.

"Jika tidak ada itikad baik untuk mundur, kami menuntut Badan Kehormatan
segera memeriksa bukti dan memanggil pihak terkait tanpa menunda.
Pelanggaran etika sudah nyata," ucap Tian. 

Tian pun meminta Badan Kehormatan merekomendasikan sanksi berat sesuai
Pasal 17 Peraturan Nomor 2 Tahun 2020 apabila terbukti melanggar.

Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep
Noordin mengatakan mekanisme penanganan sudah diatur dalam tata tertib dan
kode etik DPRD. 

Ia pun mendorong Badan Kehormatan segera melakukan rapat dan konsolidasi
untuk membahas aduan yang disampaikan.

"BK harus menghimpun informasi sebagai bahan untuk menindaklanjuti laporan,"
ujarnya.

Ia pun mendukung langkah aparat penegak hukum dalam mengusut kasus
investasi MBA untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana maupun
perdata.

Selain itu, Asep meminta Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan edukasi
keuangan kepada masyarakat serta mendorong program pemulihan ekonomi. 

Menurutnya, kasus MBA tidak hanya terjadi di Pangandaran, tapi juga di
sejumlah daerah lain dan berdampak sosial maupun psikologis.

"Kami harap, Satgas PASTI dapat memberikan kepastian kepada masyarakat
yang ingin mendapatkan kembali dana mereka," kata Asep.

Terkait kemungkinan sanksi terhadap anggota dewan yang dilaporkan, Asep
menyatakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan Badan Kehormatan. 

"Kami tidak bisa berspekulasi. Nanti fraksi-fraksi akan melakukan langkah
internal sesuai mekanisme yang berlaku," ujarnya.*


